
SALINAN 

BUPATIKUTAIKARTANEGARA 

Menimbang 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

PERATURAN BUPATI KUTAIKARTANEGARA 

NOMOR 64 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEMBUBARAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan 
dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis 
Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 1 1 2  Tahun 2018 tentang Pembentukan 
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka 
perlu dilakukan penataan ulang pada Organisasi 
Perangkat Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pekerjaan Umum sesuai 
dengan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, tanggal 06 
Juli 2020, Nomor 840/321/DPU-KPEG/7/2020, dengan 
isi surat berkenaan dengan belum tersediaanya sumber 
daya untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pekerjaan 
Umum dinyatakan tidak efektif dan tidak layak untuk 
dipertahankan serta harus dilakukan pembubaran; 

c. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Aset Pemerintah 
Daerah di Jakarta dianggap tidak memenuhi beberapa 
kriteria yaitu Pembentukan UPTD harus melalui 
konsultasi dan persetujuan oleh Gubernur agar ada 
keserasian hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan 
Pemerintah Kabupaten/Kota serta keselarasan hubungan 
dengan kementrian terkait guna terwujudnya sinergitas 
program kerja Kementerian dan Daerah; 

d. dengan terbentuknya Bagian Pengadaan Barang/Jasa 
pada Sekretariat Daerah, maka secara otomatis 
keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik pada Dinas Komunikasi 
dan Informatika tidak diperlukan lagi dan agar tidak 
terjadi tumpang tindih pengelolaan maka perlu 
kelembagaan Unit Pelaksana Teknik Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik segera dibekukan; 



Mengingat 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d 
tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan 
Bupati tentang Pembubaran Unit Pelaksana Teknis 
Daerah. 

1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1820); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1 14 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan 
dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis 
Daerah 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai 
Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai 
Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 
Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 
2016 Nomor 73) . 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBUBARAN UNIT 
PELAKSANA TEKNIS DAERAH. 

BAB I 

PEMBUBARAN UPTD 

Pasal I 

(1)  Membubarkan UPTD sebagaimana tersebut dibawah 
1n1 

a. Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum; 

b. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Aset Pernerintah 
Daerah di Jakarta;dan 

c. Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik. 

(2) Personil UPTD setelah dibubarkan rnenjadi personil 
Organisasi Perangkat Daerah Induknya. 

(3) Aset UPTD setelah dibubarkan rnenjadi aset Organisasi 
Perangkat Daerah Induknya. 

BAB II 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 2 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, rnaka 
a. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan 
Umum; 

b. Peraturan Bupati Nomor 1 1 1  Tahun 2016 ten tang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Aset 
Pemerintah Daerah di Jakarta; 

c. Peraturan Bupati Nornor 78 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik. 

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 



BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

PasaI 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
daiam Serita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. 

Ditetapkan di Tenggarong 
pada tanggaI 26 Oktober 2020 

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, 

ttd 

EDI DAMANSY AH 

Diundangkan di Tenggarong 
pada tanggaI 26 Oktober 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, 

ttd 

SUNGGONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 64 

Saiinan Sesuai Dengan Aslinya 
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 
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